
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAW A BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 72 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJ UKAN TERPADU UNTUK 
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU 

Menim bang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesbilitas 
masyarakat miskin dan orang tidak mampu terhadap 
program perlindu ngan so sial dan penanggulangan 
kemiskin an, perlu dikembangkan sistem layanan rujukan 
terpadu; 

b . bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Pera tura n Menteri 
Sosial ornor 15 Tahun 2018 tentang Sistern Layanan dan 
RLUukan Terpadu untuk penanganan fakir m iskin dan 
orang tidak mampu , m enyatakan Sistem Layanan dan 
Rujukan Terpadu yang dibentuk oleh Pernerintah Daerah 
Kabu paten dikelola oleh Pemerin tah Daerah Kabu paten; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati ten tang Penyelen ggaraan Sistern Layanan RLUukan 
Terpadu u n tuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak 
Mampu ; 

1. Undang-Undan g Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabu paten Bandung dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pernbentukan Daerah-Daerah Ka bupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lemba ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31 , tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nom or 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12 (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038) ; 

3. Undang-Undang Nom or 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indones ia Nomor 5235 ); 

4 . U dang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 
5795) sebagaim ana telah diubah dengan UndangUndang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cip ta Kerja Lem aran 
Negara Republik Indones ia Tahun 2020 No or 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Peme ·n tahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali erakhir dengan Undang-Undang Nomor Tah un 2022 
t tang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pem . tahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu n 2022 Nom or 4 , Tamba h an embaran 
Negara Republik In donesia Nomor 6 757); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20 12 tentang 
Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial (Lembar Negara 

epu lik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 68 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5294); 

7. Peraturan Presiden Nom or 15 Tabu n 2 0 10 tentang 
Percepatan Pen anganan Kem iskinan se agaimana telah 
diubab dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tabun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pres iden Nomor 15 
Tahun 2010 tentan g Percepatan Penanganan Kemiskinan 
Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2015 Nomor 
199); 

8 . Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang 
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan 
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lemb a ran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

10. Peraturan Daerah Kabupa ten Ta sikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
20 16 Nomor 7) , sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Pera turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubaban Kedua atas 



Menetapkan 
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Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM 
LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR 
MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Pera turan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah K bupaten Tasikmalaya. 
2 . Pem erintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelen ggara em erintahan 

daerah yang em l in pe1aksana an u rusan pemerintahan yang menjadi 

ke enangan d erah onom. 
3. Bupa ti adalah upa· Tasikma laya. 
4. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pem berdayaan 

Perem puan dan P rlindungan Anak adalah Dinas So sial , Pe gendalian 
Penduduk, Ke1uarga erencana, Pemberdayaan Perempu an dan Perlindungan 
Anak Kabupa ten Tasi alaya; 

5. Penyandang asalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya d isin gkat PMKS 
adalah perseora gan, keluarga, kelom pok, danl a tau masyarakat yang karena 
suat h am ba tan, kesulitan, atau gan ggua n, tidak dapat me1aks an akan fungsi 
sosialnya , sehingga tidak da pat terpenuhi kebutuhan h idupnya baik 
jasmani, rohani, m au pun sosial secara m emadai dan wajar. 

6. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah 
perseorangan, keluarga, kelompok, dan l atau masyarakat yang dapat 
berperan serta u ntu menjaga, menciptakan, m endukung, dan memperkuat 
penye1enggaraan kesejahteraan sosial. 

7. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 
spiritual, dan sosial warga negara a gar dapat hidup layak dan mampu 
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

8. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, 
dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 
masyarakat dalam bentuk pelayanan so sial guna memenuhi kebutuhan dasar 
setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan so sial , 
pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 

9. Pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, 
lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 
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10. Pelayanan Sosial adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan 
untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi 
individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang dilakukan oleh tenaga 
profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, metode, teknik dan nilai-nilai 
pekerjaan sosial. 

11. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan 
berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan I atau 
masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, 
pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap 
warga negara . 

12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ada lah data induk yang berisi data 
pem erlu pelayanan kesejahteraan so sial , penerima bantu an dan 
pem berdayaan sosial, serta potensi d an sumber kesejahteraan sosi . 

13. Fa kir miskin a dalah orang yang sarna sekali tidak mempunyai sum ber mata 
en caharian danl atau mempunyai sumber mata pencaharian te tapi tidak 

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi 
kehidupan dirinya dan I atau keluarganya. 

14. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai s m er mata 
pen caharian, gaji atau upah yang h anya mampu memenu hi kebu tu han dasar 
yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi di ' nya dan 
kelu arganya. 

15. Kebutuhan dasar a alah kebutuhan pangan, sandang, p rumahan, 
keseh atan, pendid ikan, pekerjaan, dan I atau pelayanan sosial. 

16. Sistem Layanan R . kan Ter adu yang selanjutnya d isingkat SLRT adalah 
sistem layanan yang m e gidentiflkasi keb tuhan dan keluhan fakir miskin 
dan orang tid ak m ampu serta melakukan rujuka n kepada pengel la program 
penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah. 

17. Sist m In formasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation yang selanjutnya 
disingkat SIKS-NG adalah suatu s istem in formasi yang terdiri dari beberapa 
komponen yaitu pengum pu an, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data 
kesejahteraan so sial t rpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan 
berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi d an komunikasi. 

18. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat 
yang berfungsi untuk melakukan kegia tan pelayanan so sial bersama secara 
sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat d alam komunitas yang ada 
di desa dalam penyelenggaraan sosial. 

19. Manajer adalah orang yang diberi wewenang untuk memimpin, mengelola, dan 
mengembangkan seluruh aktivitas S LRT pada tingkat kabupaten yang berasal 
dari Aparatur Sipil Negara. 

20. Supervisor adalah orang yang d iberi wewenang untuk memantau dan 
menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari un sur PSKS atau 
Aparatur Sipil Negara. 

21. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT 
khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa, dan 
berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat. 

22. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya 
disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku 
kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten. 
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23. Verifikasi dan Validasi Data secara dinamis adalah proses kegiatan 
pemeriksaan, pengkaj ian , dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data 
secara terus menerus. 

24. Pendamping Daerah Kabupaten adalah orang yang diberikan tugas dan 
tanggungjawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan 
teknis d i tingkat daerah, berasal dari un sur aparatur sipil negara atau 
nonaparatur sipil negara. 

Pasal2 

(1) Dengan Pera turan Bupati ini dibentuk SLRT Walagri Bagja Waluya untuk 
penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tasikmalaya. 

(2) SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna bahwa SLRT 
di Kabupaten Ta sikmalaya m enjadi sistem layanan penan gulangan 

emiskinan terpadu dan sebagai mit ra bagi masyarakat dalam men ingkatkan 
kes jahteraan secara berkelanjutan. 

Penyelen ggaraan SLRT berasaskan : 
a. legal; 
b. transparan; 
c. res onsif; 
d. p artisipatif; 
e. obyek tif; 
f. akuntabel; 
g. inova tif; dan 
h . berkelanjutan. 

SLRT bertujuan untuk: 

Pasal3 

Pasal4 

a. meningka tkan efektifitas dan efiesiensi penanganan fakir miskin dan Orang 
Tidak Mampu; 

b. meningkatk an aks s layan an penanganan fakir miskin d an orang tidak 
mampu; 

c. mengintegrasikan pen anganan fakir miskin dan orang tidak mampu; 
d. mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar, dan 
e. mendukung verifikasi dan alidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial secara 

dinamis di daerah. 

Pasal5 

SLRT berfungsi untuk : 
a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan; 
b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan; 
c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program; 
d. mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan 
e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir 

miskin melalui SIKS-NG. 



Sasaran SLRT terdiri atas : 
a. perseorangan; 
b . keluarga; 
c. kelompok; danl atau 
d. masyarakat. 

Pasal6 

BAB II 
ENYELENGGARA SLRT 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 7 

Penyelenggaraan SLRT meliputi : 
a. kelem bagaan; 
b . sarana prasarana; 
c. s m ber daya manusia, dan 
d. sumber pendanaan. 

Bagian Kedua 
Kelembagaan 

Pasal 8 
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(1) Kelem bagaan pelayanan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 
merupakan u n it pelayanan yang terdiri atas : 
a Sekretariat teknis SL T d i Kabupa ten, dan 
b. Puskesos d i desa . 

(2) Sekretariat teknis SL T se bagaimana dim aksud pada ayat (1) uruf a terdiri 
atas : 
a. Manajer; 
b. Sup rvisor SLRT; 
c. Fasilitator ; 
d. petugas penerima enga duan di f ront office; 
e. petugas pem beri layanan dan rujukan di back office; 
f. Petugas Puskesos; dan 
g. Pendamping Daerah. 

(3) Sekretariat teknis SLRT sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah 
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak dan dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di 
tingkat desa. 

(4) Pembentukan Sekretariat Teknis SLRT beserta tugas pokok dan fungsinya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(5) Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : 
a koordinator; 
b. petugas penerima pengaduan di front office; dan 
c. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office. 
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(6) Pembentukan Puskesos beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Desa. 

Bagian Ketiga 
Sarana dan Prasarana 

Pasal9 

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7 h uruf b terdiri atas : 
a. ruang sekretariat; 
b. alat elektronik; 
c. papan visual berbasis website. 

Pa sal10 

(1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 huruf a meliputi : 
a. papan n ama; 
b. papan informasi; 
c. ruang penerima pengaduan di front office; 
d. ruang pemberi layanan dan rujukan di back office; 
e. ruang manajer; 
f. ruang laktasi; 
g. ruang tunggu; dan 
h. ruang rapat/ konsulta s i. 

(2) Alat Elektronik sebagaim ana dimaksud dalam Pa sal 9 hu ruf b meliputi : 
a. tablet/ telepon genggam berbasis android; dan 
b. la p top berbasis w ebsite. 

(3) Papa n visual berbasis website sebagaimana d im aksud dalam Pa sal 9 huruf c 
berupa tampi an yang berisi : 
a. ringka san usu lan penambahan d a ta penerima manfaat; 
b. akses program pusat dan daerah; 
c. komplemen taritas dan irisan p rogram; 
d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan 
e. informasi lain yang diperlukan. 

Bagian Keem pat 
Sumber Daya Manusia 

Pasal11 

(1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaran SLRT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf c meliputi : 
a. Manajer; 
b. Supervisor; 
c. Fasilitator; 
d. Petugas Penerima Pengaduan di front office; 
e. Petugas Penerima Layanan dan Rujukan di back office; 
f. Petugas Puskesos; dan 
g. Tenaga Pendamping Daerah Kabupaten. 
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(2) Sumber daya manUSla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 
unsur : 
a. Tenaga Kesejahteraan Sosial; 
b. Pekerja So sial Profesional; 
c. Relawan Sosial; 
d. Penyuluh Sosial; dan 
e. Aparatur Sipil Negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang 

sosial. 

(3) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya m anusia sebagaimana 
dimaksud p ad a ayat (1) didasarkan pada asas: 
a. keterbukaan; 
b. m en gutamakan sumber daya lokal; 
c . kesempatan yang sama; 
d. m empertimbangkan kualifikas i; dan 
e. m endorong keterlibatan perempuan. 

(4) Pelaksanaan rekrutmen dan penem p atan sumber daya manusia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Da erah yang 
m em bidangi urusan sosia l. 

Pasal 12 

Tugas dan tanggung jawab Manajer seba gaimana dimaksud dalam Pa s al 11 ayat 
(1) huruf a terdiri ata : 
a. men goordinasikan proses perencanaan; 
b. men sosialisasikan SLRT; 
c. men goordina ikan pelaks aan tuga s sekretariat teknis SLRT; 
d . me1akukan koordinasi dengan sekretariat teknis SLRT, termasuk: 

1. pengelolaan Su pervisor, front office, dan back office; 
2. m emberikan rujukan keluhan kepada pengelola program terkait baik pusat 

m au pun daera h; 
3. men ganalisis hasil pengum pulan data SLRT;dan 
4. melaku kan koordina si dengan pih ak terkait termasuk Pem erintah Provinsi 

dan pengelola p ogram daerah; 
e. melakukan rujukan keluhan yang bersifa t kepesertaan dan program dan 

kepesertaan kepada pengelola program terkait baik pu sat maupun daerah 
dalam kapasitasnya sebagai Manajer sekretariat teknis SLRT daerah. 

Pasal 13 

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1) huruf b terdiri atas : 
a. membina, mengawasi, dan membantu pendamping so sial di tingkat 

masyarakat; 
b. menelaah usulan penambahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 
c. menelaah penambahan data kebutuhan program penanganan fakir miskin 

dan orang tidak mampu; dan 
d. menelaah pendataan keluhan. 

Pasal 14 

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1) huruf c terdiri atas : 
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a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat; 
b. pencatatan kepesertaan program; 
c. pencatatan kebutuhan program; 
d. pencatatan keluhan; dan 
e. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosiallainnya. 

Pasal15 

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di front office sekretariat 
teknis SLRT kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d 
terdiri atas: 
a. menerima keluhan warga terka it layanan so sial di daerah dan melakukan 

registra si laporan yang diterima; 
b. mem berikan informasi layanan yang tersedia di SLRT serta menyarn aikan 

m kanisme penanganan keluhan; 
c. m emberikan informasi tentang berb agai program perlindungan so ial dan 

penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, pro insi dan 
kabu p a ten serta layanan dan program yang dike lola ole pihak 
non pemerintah;dan 

d. memeriksa apakah warga yang m elapor ada atau tidak dalam Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial. 

Pasal 16 

Tugas dan tanggung jawab petugas pemberi layanan dan rujukan di back office 
sekretariat teknis SLR sebagaimana d imaksud dalam Pasa 11 ayat (1) huruf e 
terdiri a tas: 
a. men erima keluhan warga yang telah di periksa oleh bagian layanan (front 

office); 
b. memberikan jawaban/kepa ian a tas aduan yang diterima; 
c. melakukan penanga n a n ke u h an warga yang dapat ditangani di sekretariat 

SLRT; 
d. atas persetujuan Manajer, memberi rujukan keluhan warga yang tidak dapat 

ditangani d i Sekretariat SLRT kepa da pengelola program terkait (Perangkat 
Daerah) di Kabupaten, Provin si dan Kementrian/Lem baga pusat serta 
program yang dikelola oleh pihak nonpemerintah. 

Pasal 17 

Tugas dan tanggung jawab petugas Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa111 ayat (1) huruf f terdiri atas: 
a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem 

aplikasi Puskesos yang terhubung dengan SLRT di tingkat daerah kabupaten; 
b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan 

rentan sesuai dengan kapasitas Puskesos; 
c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada 

pengelola program/layanan sosial di desa atau kabupaten melalui SLRT; 
d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah 

termasuk pihak swasta di desa; dan 
e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial di tingkat desa. 
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Pasal18 

Tugas dan tanggung jawab tenaga Pendamping Daerah Kabupaten sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g terdiri atas : 
a . mendorong koordinasi antara SLRT dengan organisasi perangkat daerah dan 

lembaga terkait di daerah meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Organisasi Masyarakat, Dunia U saha, 
dan lainnya; 

b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan 
kebutuhan p rogram, serta pencata tan keluhan, rujukan, dan penanganan 
keluhan m a syarakat miskin dan rentan melalui SLRT berjala n dengan baik; 

c. memastikan kelembagaan SLRT di tingkat da erah ka bupaten dan 
kelem ba gaan Puskesos terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya; 

d. m em astikan pelaksanaan SLRT m asuk dalam dokumen ren can kerja 
em bangunan daerah; 

e. m em astikan adanya dukunga n anggaran pendapatan dan belanja da era h; 
f. men dorong adanya regulasi da erah untuk perlindungan sos ial dan 

pena n ggulangan kemiskinan terkait SLRT; 
g. m elakukan pen dampingan terha dap pelaksanaan kegiatan mon itoring dan 

evalu a si pe1aksanaan SLRT; 
h . membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh 

penyelen ggaraan SLR ; 
1. mem bantu koordinasi antara Pemerintah Ka bupaten penye n ggara SLRT 

dengan Pemerintah Provinsi; 
J. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari 

Kem en terian So sial dan Sekteraria t Nasional SLRT. 

agian elim a 
umber Pend a na an 

Pa sal 19 

(1) Pembiayaan penyelen gga raan SLRT u n tuk tin gka t kab u paten dapat 
bersurnber dari : 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapata n dan Belanja Daerah; danl atau 
c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak men gikat . 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuru 
peraturan perundang-undangan. 

BAB III 
PELAYANAN SLRT 

Pasal20 

Pelayanan SLRT yang diberikan terdiri a tas : 
a. inforrnasi program perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin; 
b . data fakir miskin dan orang tidak mampu; 
c. pengaduan masyarakat; 
d. identifikasi; 
e. penjangkauan; 
f. penanganan; dan 
g. rujukan. 
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Pasal21 

(1) Mekanisme Pelayanan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
dilakukan dengan cara : 
a. masyarakat datang ke sekretariat Puskesos di desa atau supervisor yang 

ada di Kecamatan; atau 
b. fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat. 

(2) Masyarakat yang datang ke Puskesos di desa atau supervisor di Kercamatan 
sebagaimana dimaksud ayat (1), menyampaikan keluhan atau permasalahan 
kepada pe u gas penerima pengaduan di front office. 

(3) Petugas perima pengaduan di front office sebagaimana dima ksu d pada ayat (2) 
memeriksa apakah warga yang melapor ada dalam Data Terpadu 
Keseja hteraan Sosial. 

(4) Apabila warga yang melapor ada dalam Data Terpadu Kesejahtera an Sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagian layanan front office memeriksa 
dan menganalisis serta meneruskan ke bagian rujukan (back office) seseua 
dengan jenis keluhannya. 

(5) Apabila tidak a da dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, bagia layanan 
fron t office m encatat profil dasar wa rga yan g m elapor. 

(6) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 
dica tat dan dianalis· s oleh petugas pemberi layanan dan ruj kan di back office 
guna men dafatkan pst juan. 

(7) Keten tuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis mekanisme p layanan SLRT 
sebagaimana d im aksu pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Kepala 
Perangkat Daerah. 

Pasal22 

(1) Fasilita tor SLRT yang m engungjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1 ) h u ruf b dilaksanakan dengan m encatat dan 
menganalisis ke uhan a tau perma salahan menggunakan sistem a likasi SLRT. 

(2) Hasil pen catatan dan analisis keluhan a tau perma salahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Supervisor gun a mendapatkan 
persetujuan. 

(3) Hasil penca a tan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah 
mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disampaikan kepada Sekretariat Teknis SLRT Kabupaten. 

BAB IV 
KOORDINASI DAN KEMITRAAN 

Bagian Kesatu 
Koordinasi 

Pasal23 

(1) Koordinasi di tingkat kabupaten dilakukan antara SLRT dengan Perangkat 
Daerah pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk 
pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan, dan 
perluasan SLRT. 



Bagian Kedua 
Kemitraan 

Pasal24 
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(1) Kemitraan SLRT dilaksanakan dengan pihak terkait baik di tingkat pusat 
maupun di daerah yang berasal dari un sur kementerian/lembaga, Pemerintah 
Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten, Dunia Usaha dan Masyarakat. 

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka 
penanganan uhan dan rujukan terkait program penan ganan fakir miskin 
dan orang tida k mampu. 

BABV 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 
Pemantauan 

Pasal 25 

(1) Pemantauan dilakukan untuk m enjamin sinergi, kesinambu n gan, dan 
efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT. 

(2) Pemantauan se agaimana dimaksu d pada ayat (1 untuk m engetahui 
perkem bangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SL T m ulai dari 
peren cana an, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT. 

(3) Pem a n tauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
berj enjang oleh Dinas So sial, Pengendalian Penduduk, Keluarga erencana, 
Pem berdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak sesu ai dengan 
kewen angannya danl a tau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Penelitian Pengembangan. 

Bagian Kedu a 
Evaluasi 

Pasal 26 

(1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh 
Pemerintah Kabupaten m elalui Dina s Sosial, Pengen dalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
sesuai dengan kewenangannya dan I atau Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Penelitian Pengembangan. 

(2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT digunakan sebagai bahan masukan bagi 
penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal27 

Pelaksanaan tugas dan fungsi SLRT dilaksanakan oleh unsur Perangkat Daerah 
yang membidangi urusan so sial, sepanjang pelaksanaan rekrutmen dan 
penempatan sumber daya manusia belum dilaksanakan. 



BAB VI 
PENUTUP 

Pasa128 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

BERITA DAERAH KABUPA EN T S K ALAYA TAHUN 2022 NOMOR ,' 72 


